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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon  

politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat,   oleh   

karena   tiap   anggota   masyarakat mempunyai hubungan antara 

satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar  atau  

tidak  sadar  manusia  selalu  melakukan  perbuatan hukum 

(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). 

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan 

atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek 

hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan 

berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul 

karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah 

interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau 

mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).27 

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai 

hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana 

terdiri atas ikatan antara individu dengan individu,  antara  individu  

dengan  masyarakat  atau  antara  masyarakat  yang  satu dengan 

masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan 

                                                 
27 Soeroso, 2006, Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 

h. 49 
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kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban 

pihak yang lain”. 

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya 

upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 

lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan 

hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem 

pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam 

penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaaf) dan 

pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar)", elemen 

pokok negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap 

"fundamental rights".28 

Hubungan  hukum  tercermin  pada  hak  dan  kewajiban  yang  

diberikan  dan dijamin  oleh hukum.  Hak dan kewajiban  timbul  

karena  adanya  peristiwa  hukum, menurut Van Apeldorn “peristiwa  

hukum  adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau 

menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan 

hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige  

rechtsbetrekkingen),  dimana hanya  terdapat  satu  pihak  yang  

                                                 
28 Ibid, h. 49 
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berwenang   memberikan   sesuatu,  berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak 

yang lain hanya memiliki kewajiban. 

2. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), 

yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan 

kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-

masing  berwenang/berhak   untuk  meminta sesuatu  dari  pihak  

lain,  sebaliknya  masing-masing pihak juga berkewajiban memberi 

sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh. 

3. Hubungan  antara  satu  subyek  hukum  dengan  semua  subyek  

hukum  lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik 

(eigendomrecht). 

Logemann sebagaimana dikutif Soeroso berpendapat, bahwa 

dalam tiap hubungan  hukum  terdapat  pihak  yang 

berwenang/berhak  meminta  prestasi  yang disebut dengan “prestatie 

subject” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “plicht 

subject”. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai 

dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (bevoegdheid) dan 

kewajiban (plicht). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada 

subjek hukum dinamakan “Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk 

berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak 

itu. 
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Tiap hubungan hukum tentu  menimbulkan hak dan  kewajiban, 

selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai 

hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan 

atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka 

tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut 

yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum 

mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan   

sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan   oleh  hukum, 

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 

tertentu, yaitu dengan cara menjadikan  kepentingan  yang  perlu  

dilindungi  tersebut  ke  dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum 

“Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif  merupakan  

segi  aktif  dari  pada  hubungan  hukum  yang  diberikan  oleh hukum 

obyektif (norma-norma, kaidah, recht). 

Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek 

hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum. 

Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat 

berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum 

mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai 
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aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan 

tersebut.29 

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi 

hukum sebagai pengatur  dan  pelindung  kepentingan  masyarakat,  

Bronislaw  Malinowski  dalam bukunya berjudul Crime and Custom in 

Savage, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya   berperan    di   

dalam   keadaan-keadaan    yang   penuh   kekerasan    dan 

pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas 

sehari-hari”. 

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat 

yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat 

dipaksakan pemenuhannya.  Hak diberikan kepada pendukung hak 

yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal entities,   

rechtspersoon)   yang   dapat   berupa   orang-perorangan   secara   

kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu 

entitas hukum atas hasil rekaan hukum. 

Secara sosial ekonomis kedudukan pekerja adalah tidak bebas. 

Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia 

terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya 

menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang 

lebih rendah dari pada majikan maka perlu adanya campur tangan 

pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Hal ini 

                                                 
29 Ibid. 
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dikarenakan perlindungan hukum selalu berkaitan dengan 

kekuasaan.30 

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap 

objek dari hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada 

entitas hukum orang secara kodrati (ius in persona). Pemberian hak 

kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas 

tersebut kepada obyek hak tertentu. 

Menurut   Roscoe   Pound   dalam   teori   mengenai   

kepentingan   (Theory   of interest),  terdapat  3 (tiga)  penggolongan  

kepentingan  yang  harus  dilindungi  oleh hukum, yaitu pertama; 

menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang 

menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; 

menyangkut kepentingan umum (publik interest). 

Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari 

kepentingan pribadi, sedangkan  kepentingan   kemasyarakatan   

(sosial  interst)  terdiri  dari  keamanan sosial,  keamanan  atas  

lembaga-lembaga  sosial,  kesusilaan  umum, perlindungan atas 

sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan 

kehidupan manusia.  Adapun kepentingan  publik  (publik  interst)  

berupa  kepentingan  negara dalam bertindak sebagai representasi 

dari kepentingan masyarakat. 

                                                 
30 Zainal Asikin, op.cit, h. 5. 
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Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk 

memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur 

pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam 

masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan konsepsi 

reinstitutionalization of norm, menyatakan bahwa: 

 
“suatu  lembaga  hukum  merupakan  alat  yang  

dipergunakan  oleh  warga- warga  suatu  masyarakat   

untuk  menyelesaikan   perselisihan-perselisihan yang  

terjadi  dan  untuk  mencegah  terjadinya  penyalah-gunaan  

daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai 

lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai 

lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-

lembaga non-hukum lainnya”. 
 

Selanjutnya Bohannan mengatakan “lembaga hukum 

memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan 

perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan 

tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya”. Cara-cara 

menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian 

dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar 

kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat 

terjaga dari gangguan pihak lain. 

Upaya  hukum  dikenal  dalam  dua  jenis,  yaitu  upaya  

hukum  non-yudisial  (di diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial 

(peradilan). Upaya hukum non-yudisial bersifat pencegahan sebelum 

pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa tindakan- tindakan 

seperti peringatan,    teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. 

Sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif/korektif artinya 
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telah memasuki proses penegakan   hukum   (law   enforcement),   

upaya   ini   dilakukan   setelah pelanggaran terjadi dengan maksud 

untuk mengembalikan atau   memulihkan keadaan.  “Muara  dari  

upaya  hukum  adalah  agar  hak  yang  dimiliki  seseorang terhindar 

dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak 

tersebut akan dapat dipulihkan  kembali. Namun demikian,  tidaklah  

dapat  diartikan  bahwa dengan adanya upaya hukum maka 

keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya”. 

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka 

perlu dikemukakan beberapa  teori  tentang  hak.  Pada  abad  ke-

19  di  Jerman  dikemukakan 2  teori tentang hak yang sangat 

penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah: 

 
1. Teori yang menganggap   hak  sebagai   kepentingan   yang  

terlindung (belangen theorie dari Rudolp ven Jhering). Teori 

ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang 

penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh  

hukum.  Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan  

antara  hak dengan  kepentingan.  Memang  hak bertugas 

melindungi  kepentingan  yang  berhak  tetapi  dalam  

realitasnya  sering hukum itu melindungi kepentingan dengan 

tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan. 

2. Teori  yang  menganggap  hak  sebagai  kehendak  yang  

diperlengkapi dengan kekuatan (wilsmacht theorie dari 
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Bernhard Winscheid). Teori ini mengatakan  bahwa hak itu 

adalah suatu kehendak  yang diperlengkapi dengan 

kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang 

bersangkutan. 

 
Disamping kedua teori tersebut, masih terdapat teori 

gabungan mencoba mempersatukan  unsur-unsur  kehendak  dan 

kepentingan  dalam  pengertian  hak, dalam   bukunya   Inleiding   tot   

de   studie   het   Nederlandse   Recht, Apeldoorn menyatakan  

bahwa  yang  disebut  dengan  hak  ialah  hukum  yang  

dihubungkan dengan  seorang  manusia  atau  subyek  hukum  

tertentu  dan  dengan  demikian menjelma menjadi suatu 

kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila mulai bergerak. 

Jadi hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh 

hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak 

hanya kekuatan fisik saja. 

Hak   harus   dijalankan   sesuai   dengan   tujuannya,   yaitu   

sesuai   dengan kepentingan  sosial  atau  kepentingan  umum.  

Menjalankan  hak yang  tidak  sesuai dengan  tujuannya  dinamakan  

penyalahgunaan  hak (misbruik  van recht,  abus de droit).  

Menurut Utrecht sebagaimana dikutif Chainur Arrasjid,   menjalankan  

hak tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan 

hukum, yaitu menyimpang dari   menjamin   kepastian hukum.   

Maka   dari   itu   yang   bersangkutan harus menjalankan haknya 
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sesuai dengan tujuan hukum itu. Dikutipnya pula pendapat Van 

Apeldoorn, bahwa penyalahgunaan hak dianggap terjadi, jika 

seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan 

dengan tujuan masyarakat. Karena maksud hukum adalah 

melindungi kepentingan-kepentingan maka pemakaian hak dengan 

tiada suatu  kepentingan  yang  patut,  dinyatakan  sebagai 

penyalahgunaan hak. 

Secara umum hak dibagi menjadi dua golongan, yaitu Hak 

Mutlak atau hak Absolut (absolute  rechten, onpersoonlijke  rechten) 

dan Hak Relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten). 

Hak Mutlak  atau  Hak  Absolut  merupakan  setiap  

kekuasaan  yang  diberikan oleh  hukum  kepada  subjek  hukum  

untuk berbuat sesuatu  atau  untuk  bertindak dalam  memperhatikan  

kepentingannya,  hak  ini  berlaku  secara  mutlak  terhadap subjek 

hukum lain dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak 

Mutlak atau Hak Absolut terdiri dari Hak Asasi Manusia, Hak 

Publik Absolut dan sebagian dari Hak Privat. Sedangkan Hak 

Relatif (nisbi) merupakan   setiap   kekuasaan/ kewenangan yang 

oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia 

berbuat  sesuatu,  tidak  berbuat  sesuatu  atau  memberi  sesuatu,  

hak ini timbul akibat  terjadinya perikatan.  Hak Relatif  (nisbi)  terdiri  

dari  Hak  publik relatif, hak keluarga relatif dan hak kekayaan relatif. 
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Hak Kekayaan Relatif merupakan semua hak kekayaan yang 

bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia, hak ini hanya 

dapat dijalankan terhadap orang  tertentu   (bukan   droit  de  suite)  

atau  disebut juga dengan perutangan (verbintenis) menurut 

Hofman van Opstal sebagaimana dikutif Chainur Arrasjid, 

perutangan itu harus dirumuskan sebagai suatu pertalian menurut 

hukum kekayaan antara dua pihak yang memberi  

kekuasaan/kewenangan  pihak  yang  satu  untuk menagih kepada 

pihak yang lain agar berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau 

memberi sesuatu, sedangkan pihak yang lain tersebut wajib 

melakukan dan bertanggungjawab atas apa yang ditagih kepadanya. 

Hak inilah yang melekat pada pekerja/buruh dan pengusaha dalam 

hubungan  kerja, dimana kedua belah pihak terikat untuk berbuat 

sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberi sesuatu sesuai dengan 

Perjanjian Kerja. 

Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah 

dengan warga negara tergantung dari sifat dan kedudukan 

pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum tersebut. 

Pemerintah mempunyai dua kedudukan, yaitu pemerintah sebagai 

wakil dari badan hukum publik (publiek recht person, public legal 

entility) dan pemerintah sebagai pejabat dari jabatan 

pemerintah.Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam 

kapasitasnya sebagai badan hukum, tindakan itu diatur dan tunduk 
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pada administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun 

tindakan hukum publik dapat menjadi peluang munculnya suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat melanggar 

hak-hak dari subyek hukum warganegara. 

 
B. Dasar Hukum Ketenagakerjaan 

Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian Hukum 

Ketenagakerjaan diantaranya menyatakan bahwa Hukum 

Ketenagakerjaan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan 

kerja, di mana pekerja itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan 

keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan 

hubungan kerja, sedangkan menurut ahli hukum lain hukum 

ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana 

seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.31 

Hukum Ketenagakerjaan meliputi pula pekerjaan yang dilakukan 

oleh Swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan 

risiko sendiri berarti yang dimaksud hukum ketenagakerjaan tidak saja 

hukum yang bersangkutan dengan hubungan kerja, melainkan juga 

hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di luar hubungan kerja.32 

Hukum Ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang 

berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan tenaga kerja dan 

                                                 
31 Soepomo Dikutip dalam, Abdul Khakim, Hlm. 5 
32 Neh Van Esveld Dikutip dalam Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan 

Pengusaha, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hlm 1 
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pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dengan definisi 

tersebut paling tidak ada dua hal yang hendak dicakup diantaranya 33: 

1) Hukum Ketenagakerjaan hanya mengenai kerja sebagai akibat 

adanya hubungan kerja dengan demikian hukum ketenagakerjaan 

tidak mencakup; 

a) Kerja yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab dan 

risiko sendiri; 

b) Kerja yang dilakukan seseorang untuk orang lain yang 

didasarkan atas kesukarelaan; 

c) Kerja seorang pengurus atau wakil suatu perkumpulan. 

2) Peraturan-peraturan tentang keadaan penghidupan yang 

langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja, diantaranya: 

a) Peraturan-peraturan tentang keadaan sakit dan hari tua 

tenaga kerja; 

b) Peraturan-peraturan tentang keadaan hamil dan melahirkan 

anak bagi tenaga kerja wanita; 

c) Peraturan-peraturan tentang pengangguran; 

d) Peraturan-peraturan tentang organisasi-organisasi 

buruh/pekerja atau majikan/pengusaha dan tentang 

hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan pihak 

pemerintah, dan sebagainya. 

                                                 
33 Mollenar, Dikutip dalam Abdul Khakim, Op.Cit, Hlm 2-3 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka Hukum 

Ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur: 

1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis; 

2) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan 

pengusaha; 

3) Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan 

mendapat upah sebagai balas jasa; 

4) Mengatur perlindungan pekerja, meliputi masalah keadaan sakit, 

haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan 

sebagainya. 

C. Asas, Fungsi dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan berbunyi : 

“Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. “ 

Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila terangkum 

dalam empat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal dalam Undang-

Undang Dasar 1945. 

Pancasila dijadikan landasan dalam menyelenggarakan 

pembangunan nasional di Indonesia, dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan 
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kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, 

diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan 

kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta 

peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan berbunyi: 

“Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 

keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat 

dan daerah. “ 

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai 

dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi 

pancasila serta asas adil dan merata, yaitu: 

1) Asas demokrasi pancasila adalah suatu faham demokrasi di 

mana sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan asas demokrasi 

pancasila mengacu pada sila ke 4 (empat) pancasila yang 

berbunyi : “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan.” 

2) Asas keadilan dan merata dalam pembangunan ketenagakerjaan 

memiliki pengertian bahwa dalam penyelenggaraan 
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ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek pemerataan, 

tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi 

keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, 

pengusaha dan pekerja/buruh. Pembangunan ketenagakerjaan 

diselenggarakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang 

saling mendukung, maksud dari penyelenggaraan secara terpadu 

adalah agar berbagai dimensi yang terkait dengan berbagai pihak 

itu mampu saling menunjang dan harmonis. 

D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : 

1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Perjanjian dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah 

pihak, melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan/atau 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika memenuhi 

persyaratan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur dalam 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berbunyi : 
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1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara 

sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 

waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) 

tahun; 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau 

diperbaharui. 

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka 

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun 

dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun. 

5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja 

waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 

perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan 
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maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang 

bersangkutan. 

6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, 

pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh 

dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat 

(4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu. 

8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri.” 

Dasar hukum yang mengatur tentang penyelia jasa () terdapat 

dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja melaksanakan kegiatan pokok atau 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, 

kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atas kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi, yang dimaksud 

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan 
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langsung dengan produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar 

usaha pokok (core businnes) suatu perusahaan. 

 
E. Pengertian Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga34. Pengertian tenaga kerja di atas hanya menjelaskan proses 

penduduk mencari pekerjaan saja selain rutinitas yang selalu 

dikerjakan yaitu sekolah dan mengurus rumah tangga tanpa adanya 

hasil kerja yang harus dipenuhi tenaga kerja sementara dalam 

pengertian berikut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.35 

Pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : 

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. ” 
Pengertian tenaga kerja penyelia jasa () diatur pula dalam Pasal 

1 ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 

                                                 
34 Agusmidah, Op.Cit, Hlm. 6 
35 Myra M. Hanartani, dkk, Pengantar Hukum Perburuhan, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I cetakan ke II, Jakarta, 

2010, Hlm.1 
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Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, 

menyebutkan bahwa : 

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada 
perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam 
bentuk lain.” 
 
Pengertian tenaga kerja selain terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pula dalam 

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian tenaga kerja diperluas yakni 

termasuk: 

“Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah: 

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik 

yang menerima upah maupun tidak; 

b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang 

memborong adalah perusahaan; 

c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.” 

(Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian 

beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana 

badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan 

manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati 

oleh para pihak.36 

                                                 
36 Moch Nurahman, 2014. Artikel “Outsource dipandang dari sudut perusahaan pemberi kerja”, 

http://www.apindo.or.id, diakses tanggal 25 Desember 2015 



 

40 

 

 (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia 

diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga 

kerja pengaturan hukum  (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam : 

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 

65 dan 66); 

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor Keputusan 101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang 

Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 

(Kepmen 101/2004). 

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan 

Iklim Investasi. 

 tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan 

menggunakan  perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih 

sebagai management fee perusahaan  harus dipandang secara jangka 

panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam 

bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat 

fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat 

berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang 

bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih 

profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan 

beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. 
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Pengertian (Alih Daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice 

F Greaver II, pada bukunya Strategic , A Structured Approach to : 

Decisions and Initiatives, dijabarkan sebagai berikut : “Strategic use of 

outside parties to perform activities, traditionally handled by internal 

staff and respurces”.37 

Beberapa pakar serta praktisi  (Alih Daya) dari Indonesia juga 

memberikan definisi mengenai , antara lain menyebutkan bahwa  (Alih 

Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah 

pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis 

kepada pihak luar (perusahaan jasa ).38 Pendapat serupa juga 

dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

mendefinisikan pengertian  (Alih Daya) sebagai memborongkan satu 

bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya 

dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut 

sebagai penerima pekerjaan.39 

F. Hak dan Kewajiban Pekerja  

Dalam pembangunan nasional peran tenaga kerja sangat 

penting, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat 

diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

                                                 
37 Ibid, h. 57. 
38 Chandra Suwondo, 2007. Outsourcing; Implementasi di Indonesia, Elex Media Computindo, 

Jakarta, h. 2. 
39 Muzni Tambusai, 2005. Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) ditinjau dari aspek hukum 

ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industrial, 

http://www.nakertrans.go.id/arsipberita/naker/Outsourcing.php. 29 Desember 2015. 
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kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

1. Hak-hak Tenaga Kerja 

Menurut Chandra Suwondo, hak-hak tenaga kerja adalah sebagai 

berikut : 

a. Imbalan kerja (gaji, upah dan sebagainya) sebagaimana telah 

diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajiban; 

b. Fasilitas dan berbagai tunjangan/dana bantuan yang menurut 

perjajian akan diberikan oleh pihak majikan/perusahaan 

kepadanya; 

c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan 

penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan 

martabatnya sebagai manusia; 

d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-

kawannya, dalam tudas dan penghasilannya masing-masing 

dalam angka perbandingan yang sehat; 

e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak 

majikan/perusahaan; 

f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingan 

selama hubungan kerja berlangsung; 
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g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada 

majikan/perusahaan;40 

h. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri 

yang diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi khusus 

yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas;41 

Adapun Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah 

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c). 

b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 6). 

c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6). 

d. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 

11). 

                                                 
40 A. Ridwan Halim, 1990, Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab, Balai Akasara, Jakarta, h. 

45. 
41 Abdulkadir, op.cit, h. 103. 
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e. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 

12 ayat (3); 

f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar 

negeri (Pasal 31). 

g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1). 

h. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 

88 ayat (1). 

i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1). 

j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1). 

Secara yuridis Pasal 5 memberikan perlindungan bahwa 

setiap tenaga kerja berhak mempunyai kesempatan yang sama 

untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan lairan politik 

sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 
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bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 

penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada 

pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh 

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, 

dan aliran politik. 

2. Kewajiban Tenaga Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Menurut Lalu Husni 

adapun kewajiban-kewajiban pekerja/buruh adalah sebagai berikut : 

a. Wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang 

telah disepakati oleh para pihak. Dalam melaksanakan isi 

perjanjian, pekerja melakukan sendiri apa yang menjadi 

pekerjaannya. Akan tetapi, dengan seizin pengusaha/majikan 

pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh orang lain. 

b. Wajib menaati aturan dan petunjuk dari 

pengusaha/majikan.aturan-aturan yang wajib ditaati tersebut 

antara lain dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan 

peraturan perusahaan. Perintah-perintah yang diberikan oleh 

majikan wajib ditaati pekerja sepanjang diatur dalam perjanjian 

kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat; 

c. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda apabila 

pekerja dalam melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan 

atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, 



 

46 

 

kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak 

menguntungkan atau merugikan majikan, maka atas perbuatan 

tersebut pekerja wajib menanggung resiko yang timbul.42 

d. Kewajiban untuk bertindak sebagai pekerja yang baik. Pekerja 

wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang 

tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

maupun dalam perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja juga 

wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan menurut peraturan perundangundangan, kepatutan, 

maupun kebiasaan.43 

                                                 
42 Lalu Husni, op.cit, h. 72. 
43 F.X. Djumialdji, 2008, Perjanjian Kerja (Edisi Revisi). Sinar Grafika, Jakarta, h. 43. 


